
BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON DAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian kewenangan camat
dalam hal evaluasi rancangan peraturan Pekon tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pekon dan Rancangan Peraturan Pekon
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan
Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dan
Rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3886);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 15 lahun 2UU4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Rengeioiaan aan Hertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);
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Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2010 (Lembaran Negara r?epMblil< Indonesia Talmn 201G
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006



15. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 17 Tahun 2006
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2016 Nomor 6);

23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 53);

24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Indek Desa Membangun (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

25 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1883);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara



28. Peraturan Merited Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);.

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 145 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016
Nomor 50);

30. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 77 Tahun 2016
tentang penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor
392)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON DAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelengggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenagan
daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.

4. Wakil Bupati adalah wakil bupati Tanggamus.

5. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus.

6. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon di Kabupaten Tanggamus.

8. Juru Tulis adalah Juru Tulis dalam Kabupaten Tanggamus.

9. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan republik Indonesia.

10. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu perangkat Pekon sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Pekon.

11. Badan Hippun Pemekonan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon
berdasarkan keterwakilan wilavah dan di tetankan secara demokratis



12. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pekon yang selanjutnya disingkat
PTPKP adalah unsur perangkat Pekon yang membantu Kepala Pekon untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan Pekon.

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pekon adalah Kepala Pekon atau
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.

14. Juru Tulis Pekon adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.

15. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara Badan Hippun Pemekonan,
Pemerintah Pekon, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Hippun Pemekonan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.

17. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.

18. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Pekon.

19. Rencana Keija Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKP Pekon, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

20. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
kemampuan sikap, ketersmpilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program ,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan Masyarakat Pekon.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat
APBPekon, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Pekon.

22. Rencana Anggaran biaya dan kegiatan yang selanjutnya disingkat RAB Dana
Pekon, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Pekon oleh Pemerintah Pekon.

23. Sisa lebih perhitungan anggaran, yang selanjutnya disebut SILPA, adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

24. Bendahara Pekon adalah perangkat Pekon yang ditunjuk oleh Kepala Pekon
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan
dan mempertanggungjawabkan keuangan Pekon dalam rangka pelaksanaan
APBPekon.

25. Rekening Kas Pekon adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan
Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Pekon pada Bank yang ditetapkan.

26. Penerimaan Pekon adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan pekon
yang masuk ke APBPekon melalui rekening kas pekon.

27. Pengeluaran Pekon adalah Uang yang dikeluarkan dari APBPekon melalui
rekening kas pekon.

28. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan pekon
dengan belanja pekon.

29. Defisit Anggaran pekon adalah selisih kurang antara pedapatan pekon dengan
belanja pekon.



30. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Hippun
Pemekonan.

31. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Pekon yang bersifat mengatur dalam rangka
melaksanakan Peraturan Pekon dan Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi.

32. Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh kepala
Pekon yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan
Pekon maupun Peraturan kepala Pekon.

Pasal 2
(1) Rancangan Peraturan Pemekonan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pekon (APBPekon), Rancangan Perubahan APBPekon dan Rancangan
Peraturan Kepala Pekon tentang Penjabaran APBPekon serta Rancangan
Peraturan Kepala Pekon tentang Perubahan Penjabaran APBPekon sebelum
ditetapkan menjadi Peraturan Pekon atau Peraturan Kepala Pekon paling
lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk
dilakukan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
keputusan camat dan disampaikan kepada Kepala Pekon Paling lambat 20
(dua puluh) hari keija terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud
untuk dilakukan penyempurnaan.

(3) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama
7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(4) Rancangan Peraturan Pekon dan Rancangan Peraturan Kepala Pekon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung
sebagai berikut :
a. Nota Pengantar Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dari

Kepala Pekon kepada BHP;
b. Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Rancangan Peraturan

Kepala Pekon tentang Penjabaran APBPekon;
c. RKPPekon yang merupakan Penjabaran dari RPJMPekon berdasarkan hasil

musyawarah rencana pembangunan Pekon;
d. Risalah rapat dan/atau Berita Acara Pembahasan Rancangan APBPekon

tahun berjalan;

e. Keputusan BHP tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan Pekon
tentang APBPekon atau rancangan Peraturan Pekon tentang perubahan
APBPekon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pekon;

f. Peraturan Pekon tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah
Pekon;

g. Daftar jumlah perangkat Pekon.

(5) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat
membentuk Tim Evaluasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
Penanggungjawab : Camat
Ketua ; Sekretaris Kecamatan
Anggota : 1. Kasi Pembangunan Kecamatan

2. Kasi Pemerintahan Kecamatan
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
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Pasal 3

Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi, Keputusan Camat dan catatan Hasil
Evaluasi serta Laporan Camat kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pedoman teknis pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan
pedoman bagi Camat dalam melakukan evaluasi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SUL HADIS

Pit. SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 414



Pasal 3
Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi, Keputusan Camat dan catatan Hasil
Evaluasi serta Laporan Camat kepada Bupati sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dan peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pedoman teknis pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakanpedoman bagi Camat dalam melakukan evaluasi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAI^SULHADI
\

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

— ««'rh

ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 414



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR :19 TAHUN 2017
TANGGAL: 20 Maret2017

MATERI, PARAMETER, PENILAIAN DAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKONDAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2017

MATERI EVALUASI PARAMETER EVALUASI PENILAIAN EVALUASI HASIL EVALUASI
1 2 3 4cangan Peraturan Pekon tentang

Pekon disampaikan Kepala
>n kepada BHP untuk dibahas
i inendapat persetujuan
ama.

Penyampaian Rancangan Peraturan
Pekon tentang APBPekon dan
Pembahasan :
a. Kepala Pekon Menyampaikan

Rancangan Peraturan Pekon yamg
telah disusun kepada BHP, disertai
nota penyerahan dari Kepala Pekon.

b. Pembahasan Rancangan Peraturan
Pekon tentang APBPekon oleh BHP
dan Pemerintah Pekon.

c. Keputusan BHP tentang
Persetujuan terhadap Rancangan
Peraturan Pekon tentang APBPekon
untuk ditetapkan menjadi APBPekon.

a. Diisi Nomor dan Tanggal Nota
Penyerahan Rancangan
APBPekon.

b. Diisi Nomor dan Tanggal Berita
Acara Pembahasan Rancangan
APBPekon dan dilampirkan
Risalah Rapat.

c. Diisi Nomor dan Tanggal
Keputusan BHP serta
dilampirkan.

a. ADA/TIDAKADA

b. ADA/TIDAKADA

c. ADA/TIDAK ADA

angan Peraturan Pekon tentang
ekon ditetapkan paling lambat
atu) bulan setelah APBD
paten ditetapkan.

Ketepatan waktu penyusunan
Rancangan APBPekon

Diisi tanggal persetujuan bersama
terhadap Rancangan APBPekon ADA/TIDAK ADA

ingan Peraturan Pekon tentang
?kon yang telah disetujui
na dengan BHP, sebelum
)kan oleh kepala Pekon
paikan kepada Camat untuk
tasi paling lambat 3 (tiga) hart

Ketepatan waktu penyampaian
Rancangan Peraturan Pekon tentang
APBPekon untuk dievaluasi

Diisi Nomor dan tanggal surat
penyampaian Rancangan Peraturan
Pekon tentang APBPekon dari
Pemerintah Pekon kepada Camat ADA/TIDAK ADA



2 4
c. Keputusan Kepala Pekon

tentang RKPPekon yang
merupakan penjabaran dari
RPJMPekon berdasarkan
hasil musyawarah rencana
pembangunan Pekon;

d. Risalah Rapat/Berita Acara
pembahasan Rancangan
APBPekon

e. Keputusan BHP tentang
persetujuan terhadap
Rancangan Peraturan Pekon
tentang APBPekon untuk
ditetapkan menjadi
Peraturan Pekon

f. Peraturan Pekon tentang
Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Pekon

g. Daftar jumlah Perangkat
Pekon

3. Apabila hasil Pemeriksaan
kelengkapan menemukan
kekurangan atau dokumen
evaluasi tidak lengkap, maka
tim evaluasi segera
mengembalikan kepada
Pemerintah Pekon yang
bersangkutan untuk segera
dilengkapi



1 2 3 4
4. Dalam hal dokumen tidak

lengkap maka batas waktu
evaluasi dihitung kembali
berdasarkan diterimanya
bahan-bahan dokumen
evaluasi yang lengkap

b. Evaluasi administrasi dan
legalitas

T-ïliti dan analisa Nomor, tanggal
dan kelengkapan lampirain semua
dokumen tersebut pada angka 5
h uruf a.
Bandingkan anggal penyampaian
semua dokumen tersebut dengan
ketentuan yang berlaku tentang
batas waktu dan tahapgn proses
pengesahan Rancangan APBPekon
dan Penyampaian selambat-
lambatnya 3 (tiga) htiri keija
setelah diperoleh persetujuan
bersama.
Smpulkan secara Narasi

Narasi terkait lahapan
pembahasan sampai dengan
penyampaian Rancangan
APBPekon sudah/belum sesuai
ketentuan

c. Evaluasi kebijakan dan
Struktur APBPekon

1. Evaluasi kebijakan AFBPekon :
Untuk mengevaluasi <ebijakan
APBPekon , dianalisis korelasi
dan konsistensi antara
RKPPekor dengan substansi
pelaksanaan program dan
kegiatan yang tertuang dalam
rancangan APBPekon tahun
beijalan

Narasi keterkaitan antara
RKPPekon dengan rancangan
APBPekon tahun berjalan



3
2. Evaluasi struktur APBPekon,

untuk mengevaluasi
kesesuaian antara struktur
APBPekor berdasarkan
peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang 3edoman Pengelolan
Keuangan Desa, APPekon
merupakan satu kesatuan
yang terdiri dari :
a. Pendapatan Pekon;
b. Belanja Pekon;
c. Pembiayaan Pekon

A. Langkah e valuasi pendapatan:
1. Mengaialisis apakah

pendapatan Pekon telah
dicantumkan dan telah
sesuai dengan )jeraturan
Peruncang-undangan

2. Teliti, terutama ADD, bagi
hasil pajak daerah dan
retribusi daerah serta
bantuan keuangan dari
Kabupaten dalam bentuk
tunjangan peigahsilan
perangkat Pekon sudah
dicantumkan sesuai jumlah
yang d terima

4
Struktur AFBPekon
sudah/ beluni sesuai peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
1 13 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolan Keuangan
Desa dan Peraturan Bupati
Tanggamus Nomor 24 Tahun
2016 tenlang Pengelolaan
Keuangan Pekon

1. Struktur pendapatan Pekon
sudah/belum sesuai
peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pedoman
Pengelolar Keuangan Desa
dan Peraturan Bupati
Tanggamus Nomor 24 Tahun
2016 tentang Pengelolaan
Keuangan Pekon

2. ADD, bagi hasil pajak daerah
dan retribusi daerah serta
bantuan keuangan dari
Kabupaten sudah/belum
dicantumkan sesuai jumlah
yang diterma



1 •)

luasi didasarkan pada kriteria
esuaian dengan kepentingan
um, dan kesesuaian dengan
ituran Perundang-undangan
g lebih tinggi

a. Kesesuaian dengan kepentingan
umum

b. kesesuaian dengan Peraturan
Perundang-undangan yang lebih
tinggi

ig lingkup evaluasi terdiri dari
it aspek, yaitu aspek
nistrasi, aspek legalitas, aspek
ikan dan aspek stmktur
aran

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen
evaluasi

• ’ 4
a. Diisi Nomor dan Tahun

Keputusan Kepala Pekon
tentang RKPPekon yang
merupakan penjabaran dari
RPJMPekon berdasarkan hasil
musyawarah rencana
pembangunan Pekon yang
disusun oleh Kepala Pekon
bersama BHP (Lampirkan)

b. Diisi dengan kesesuaian dasar
hukum terkait penyusunan
APBPekon dan kesesuaian
teknis penyusunan Peraturan
Perundang-undangan

a. ADA/TIDAK ADA

b. SUDAH/BELUM SESUAI
KETENTUAN

1. Pemeriksaan kelengkapan
dokumen evaluasi dimaksudkan
untuk meneliti apakah seluruh
dokumen yang diterima oleh tim
evaluasi sudah lengkap sehingga
evaluasi dapat dilaksanakan

2. Dokumen evaluasi lengkap
apabila keseluruhan dokumen
evaluasi telah diterima oleh tim
evaluasi, dokumen evaluasi,
yaitu :
a. Nota Penyerahan Raperkon

APBPekon dari Kepala Pekon
kepada BHP;

b. Rancangan Peraturan Pekon
tentang APBPekon dan
Rancangan Peraturan Kepala
Pekon tentang Penjabaran
APBPekon



= : 1 2 3
B. Langkah Evaluasi Belanja :

4
Struktur belanja PekonEvaluasi belanja, meneliti

apakah penyajian informasi
Anggaran belanja telah sesuai
dengan Peraturan Perundang-
Undangari

sudah/belum sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
1 13 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolan Keuangan
Desa dan Peraturan Bupati
Tanggamus Nomor 24 Tahun
2016 tentang Pengelolaan
Keuangan Pekon

C. Langkah Evaluasi Anggaran
Pembiayaan:
Evaluasi terhadap Anggaran
Pembiayaan akan meliputi
kepatuhan pada Peraturan
Perundang-Undangan tentang
jenis-jenis Pembiayaan,
sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolan
Keuangan Desa

Struktur Pembiayaan Pekon
sudah/belum sesuai peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
1 13 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolan Keuangan
Desa Peraturan Bupati
Tanggamus Nomor 24 Tahun
2016 tenlang Pengelolaan
Keuangan Pekon

WA KIL BUPATI TANGGAMUS,



3
—

B. Langkah Evaluasi Belanja :
Evaluasi belanja, meneliti
apakah penyajian informasi
Anggaran belanja telah sesuai
dengan Peraturan Perundang-
Undangan

4
Struktur belanja Pekon
sudah/belum sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
1 13 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolan Keuangan
Desa dan Peraturan Bupati
Tanggamus Nomor 24 Tahun
2016 tentang Pengelolaan
Keuangan Pekon

C. Langkah Evaluasi Anggaran
Pembiayaan:
Evaluasi terhadap Anggaran
Pembiayaan akan meliputi
kepatuhan pada Peraturan
Perundang-Undangan tentang
jenis-jenis Pembiayaan,
sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolan
Keuangan Desa

Struktur Pembiayaan Pekon
sudah/belum sesuai peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolan Keuangan
Desa Peraturan Bupati
Tanggamus Nomor 24 Tahun
2016 tenlang Pengelolaan
Keuangan Pekon

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 19 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 Maret 2017

A. BENTUK KEPUTUSAN CAMAT TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKONTENTANG APB PEKON

KOP SURAT

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN

CAMAT

Menimbang a. bahwa rancangan Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Pekon Tahun Anggaran perlu dievaluasi agar
tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
tersebut diatas perlu ditetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan
Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon dengan
Keputusan Camat.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan TangpunoTgiyoK v



8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
aniara remeriniah rusai dan remeriniahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan lembaran Negara Rppublik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
A CU1AMCLX1CXXA 1Z1UUQ1Clil llCgaici IkCpLiMlllC lAAMOnCSiH NÖIÏ1GF

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Prod uk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
reiigcioiaau Keucuigaii utM (oei tiet Ncgaia Repuulik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
9014- Nnmnr 9OQ4.)-

19. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang



21. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor Tahun 2017 tentang
Pendelegasian Evaluasi Ranperkon tentang APBPEkon kepada Camat se-
Kabupaten Tanggamus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT .... TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAN BELANJA PEKON

KESATU

Jumlah Pendapatan Rp.

KEDUA

Jumlah Belanja Langsung Rp

b. Belanja Tidak Langsung, terdiri dari :

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp,

KETIGA

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan

KEEMPAT Catatan

Anggaran

KELIMA

KEENAM Dalam hal Kepala Pekon dan BHP tidak menindaklanjuti hasil evaluasi
dan tetap menetapkan rancangan Peraturan Pekon tentang

Rp.
Rp

Rp
Rp

Rp.
Rp.

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

Belanja Pegawai/Siltap
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tak Terduga

II. BELANJA PEKON
a. Belanja Langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Kepala Pekon bersama BHP segera melakukan penyampumaaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Pekon tentang
APBPekon Tahun Anggaran berdasarkan hasil evaluasi paling
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

: III. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan

hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Pekon
.tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

PEKON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN

: 1. PENDAPATAN PEKON
a. Pendapatan Asli Pekon
b. Dana Pekon
c. Bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten
d. Alokasi Dana Pekon
e. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
f. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten
g. Sumbangan Pihak Ketiga



KETUJUH’ Penganggaran dan pelaksanaan APBPekon Tahun Anggaran yangditetapkan dengan Peraturan Pekon tentang APBPekon TahunAnggaran sah apabila memenuhi ketentuan peraturan Perundang-
Undangan.

KEDELAPAN Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudianhari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT

NAMA JELAS
Pangkat
Nip



NOMOR TAHUN

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

KOP SURAT

KEPUTUSAN CAMAT...

B CAMAT tentang evaluasi rancangan peraturanPEKON TENTANG PERUBAHAN APB PEKON

Mengingat : 1. ?atal (6) Undan8'Undang Dasar Negara Republik Indonesialanun 1945;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan KabupatenDaerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat IITanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3831);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999^0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)-Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)-

^Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaanengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negarandones!a Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400); 6

ï°”°r 33 Tahun 2004 tentanB Perimbangan Keuangan
w ü ?Tntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

N°mOr °6 Tahun 2014’tentang Desa (Lembaran NegaraSnob o i
'"dones,a Tahun Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanp>,.n<na,.,gKo„ —— S £ oan_

TENTANG

PERATURAN PEKON TENTANG PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN

CAMAT

Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Pekon tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran perludievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum danperaturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf atersebut diatas perlu ditetapkan hasil evaluasi rancangan PeraturanPekon tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekondengan Keputusan Camat.



1L Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas |Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa YangBersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenisdan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentangLembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentangPedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentangPedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 TentangPedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 TentangPedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 159);
21. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT .... TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURANPEKON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAPEKON TAHUN ANGGARAN
KESATU : I. PENDAPATAN PEKON

a. Pendapatan Asli Pekon Rp
b. Dana Pekon Rpc. Bagi hasil pajak dan retribusi Kabupaten Rp
d. Alokasi Dana Pekon Rpe. Batuan Keuangan Pemerintah Provinsi Rp
f. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rpg. Sumbangan Pihak Ketiga Rp

Jumlah Pendapatan Rp

KEDUA : II. BELANJA PEKON
a. Belanja Langsung terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Rp
2. Belanja Barang dan Jasa Rp
3. Belanja Modal Rp

Jumlah Belanja Langsung Pn



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

2.
3.
4.
5.
6.

Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tidak Langsung
Jumlah Belanja Rp
Surplus/ (Defisit) Rp

Rp...
Rp...
Rp...
Rp...
Rp...

Rp

III. PEMBIAYAAN
a. Penerimaan Rp
b. Pengeluaran Rp

Jumlah Pembiayaan
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan

Rp
Rp

Catatan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Pekon
”” tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja PekonTahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampirankeputusan ini.

Kepala Pekon bersama BHP segera melakukan penyempumaaan danpenyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Pekon tentangAPBPekon Tahun Anggaran berdasarkan hasil evaluasi palinglambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
Dalam hal Kepala Pekon dan BHP tidak menindaklanjuti hasil evaluasidan tetap menetapkan rancangan Peraturan Pekon tentangPerubahan APBPekon Tahun Anggaran menjadi Peraturan Pekondan Peraturan Kepala Pekon akan dilakukan pembatalan oleh Camat.
Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan APBPekon TahunAnggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon .... tentangperubahan APBPekon Tahun Anggaran sah apabüa memenuhiketentuan peraturan Perundang-Undangan
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudianhan terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT
NAMA JELAS

Pangkat
Nip



LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 19 TAHUN 2017
TANGGAL: 20 Maret 2017

CATATAN HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN PEKON
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

TAHUN ANGGARAN

1. Aspek Administrasi
Simpulkan secara Narasi (terkait tahapan pembahasan sampai dengan penyampaian
Rancangan Perubahan APBPekon sudah/belum sesuai ketentuan)',

2. Aspek Legalitas
Simpulkan secara Narasi (meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan
rancangan />eratumn Pekon tenlang Perubahan APBPekon}

3. Aspek Kcbijakan
Simpulkan secara Narasi ( meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang
termuat dalam rancangan Peraturan Pekon tentang Penibahan APBPekon)

4. Aspek Struktur Anggaran
Simpulkan secara Narasi (meliputi identifikasi kesevasian antara kebijakan Kabupaten dan Pekon
yang dituangkan dakun pedoman penyusunan Perubahan APBPekon Tahun Anggaran berkenaan
dan digunakan sebagen acuan dakun penetapan Anggaran Pendapatan, angganm belanja dan
anggaran [tembiayaan]

TIM EVALUASI
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON

Ketua : Sekretaris Kecamatan
Anggota : 1. Kasi Hembangunan Kecamatan

2. Kasi Pemerintahan Kecamatan
3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
4. Kasi Kesra Kecamatan
5. Kasubbag Perencanaan
6. Staf/PetugasTeknis Kecamatan

feu» Uobanoi

WAK1L BUPAT1 TANGGAMUS,



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR :18 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLAAN ASET PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

2.

3.

4.

5.

6.

Mengingat 1. ÏÏnlW ’5| UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia

ÏTu’ TahUn 1997 ,entang fembentukan^eTïn.k Tmgkat " Tulang Bawang dan Kabupaten
T»h.m

Tanggamus (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3886); ^epuoiiK

N°Tr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47l ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

P^?8,’1"104".8 NT°r 15 Tahun 2004 tentan8 PemenksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanIPndnnUran t
(Lembaran Negara RepublikRelubrw aahUn 2n011 N°mOr 82’ Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234); 6

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran!^a Jndonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Menimbang : bah™ untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1SraturanètJ^ Pengelolaan Aset Perlu menetapkanreraturan Bupati Tanggamus tentang Pengelolaan Aset Pekon;



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah?^eIah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahunNomorN4578)14° Tambahan Negara Republik Indonesia

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)’
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11.Peraturan Menteri Desa.Pembangunan Daerah Tertinggal, DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 TentangPedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan KewenanganLokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 158);

12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 TentangPedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan KeputusanMusyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 159);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015Nomor2036); F

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1
d ui??1? tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 nomor 53);

15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, DanFransmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
MembanSun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 300);

ló.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, DanTransmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 TentangPembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 359); H



Menetapkan

3.

6.

7.

8.

9.

4.

5.

1.

2.

17.Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 44tahtm 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 nomor 1037); F

18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang TataF'varLPeni?aOknian’<DPenyalUran’ Penggunaan, Pemantauan danEvaluasi Dana Desa (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 478);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016entang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah KabupatenliTZ8 Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016Nomor 142, tambahan lembaran daerah nomor 471);

Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.

UnSUr pembantu bupati dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah dalam penyelengggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenagan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

MEMUTUSKAN :

’ pekonURAN BUPATI tanggamus tentang PENGELOLAAN ASET

10’ miIik Pekon berasal da" kekayaan asli milik
(APB Pekon) at

U diPfT eh ataS beban Anggaran Pendapatan dan Belania Ppknn(APB Pekon) atau neming u~i. 1-4—. z

Bupati adalah Bupati Tanggamus.

Wakil Bupati adalah wakil bupati Tanggamus.

Camat adalah Camat di Kabupaten Tanggamus.

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yangg untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentinean

haTTÏ* Set,empat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan^atauKesatulnReXhk"n^^^^ dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

keXnnris^m»^0^ ddalah Pen"Velenggaraan urusan pemerintahan dan
republik iSonesla dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

“n^^ —SSberdasarkan ketenvakilan wilayah dan di tetapkan secara demoCïs



1. Pengelolaan Aset Pekon merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan’
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaiaiLpembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Pekon.

t2. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskanberbagai nncian kebutuhan barang milik Pekon.

13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barangdalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Pekon.

14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalammenggunakan aset Pekon yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Pekon secara tidak langsungdipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Pekon dantidak mengubah status kepemilikan.

16. Sewa adalah pemanfaatan aset Pekon oleh pihak lain dalam jangka waktutertentu dan menerima imbalan uang tunai.

17. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Pekon antara Pemerintah Pekon denganPemerintah Pekon lain serta Lembaga Kemasyarakatan Pekon di Pekon setempatdalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan

18. Keijasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Pekon oleh pihak lain dalamjangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Pekon.

19. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Pekon dalambentuk fïsik, hukum, dan administratif.

20. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Pekon selaludalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
21. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Pekon dari bukudata inventaris Pekon dengan keputusan kepala Pekon untuk membebaskanPengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang daritanggung jawab administrasi dan fïsik atas barang yang berada dalampenguasaannya.

22. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Pekon.
23 menukar pemindahtanganan kepemilikan aset Pekon yangdilakukan antara pemerintah Pekon dengan pihak lain dengan penggantiannyadalam bentuk barang.

24. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Pekon kepada pihak lain denganmenenma penggantian dalam bentuk uang.

25. Penyertaan Modal Pemerintah Pekon adalah pemindahtanganan aset Pekon yangsemula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yangdipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pekon dalam BUMPekon.
26. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuaninventansasi dan pelaporan aset Pekon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
27. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaanobjektif aset Pekon.



menggunakan metode/ teknis

pendataan, pencatatan, dan

atau dimiliki oleh Pemerintah
asli Pckon dan/atau untuk

29. Tanah Pekon adalah tanah yang dikuasai dan
Pckon sebagai salah satu sumber pendapatan
kepentingan sosial.

30. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pelaporan hasil pendataan aset Pekon.

31’ ^°deflkasi adalah pemberian kode barang pada aset Pekon dalam rangkapengamanan dan kepastian status kepemilikan.

2ö. Pemiaiaii adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan padadata/fakta yang obyektif dan relevan dengan
tertentu untuk memperoleh nilai aset Pekon.

32’ Pekon P®1*1111’311 Perundang-undangan yang ditetapkan olehKepala Pekon setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Hippun Pemekonan.
33. Peraturan Kepala Pekon adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkanoleh Kepala Pekon yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan PeraturanPekon dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

34. Keputusan Kepala Pekon adalah Keputusan yang ditetapkan oleh kepala Pekonyang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pekon maupunPeraturan kepala Pekon. F

Pasal 2

(1) Jenis aset Pekon terdiri atas:
a. Kekayaan asli Pekon;
b. Kekayaan milik Pekon yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Pekon-c. Kekayaan Pekon yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;. Kekayaan Pekon yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrakdan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang-e. Hasil kerja sama Pekon; dan
f. Kekayaan Pekon yang berasal dari perolehan lain yang sah.

(2) Kekayaan asli Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. tanah kas Pekon;
b. pasar Pekon;
C. pasar hewan;
d. tambatan perahu;
e. bangunan Pekon;
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Pekon;
g. pelelangan hasil pertanian;
h. hutan milik Pekon;
i. mata air milik Pekon;
j. pemandian umum; dan
k. lain-lain kekayaan asli Pekon.

BAB II
PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan aset pekon dilaksanakan berdasarkan asas fungsionaltransparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian
kepastian hukum,
nilai.



Pasal 4

(1) Kepala Pekon sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset pekon berwenang danbertanggungjawab atas pengelolaan aset pekon yang selanjutnya disebut pengelola
3set pekon.

(2) Kepala pekon sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset pekon sebagaimanadimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset pekon;
b. menetapkan pembantu pengelola dan Pengurus aset pekon;c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset pekon-d. menetapkan kebijakan pengamanan aset pekon;e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan asetpekon yang bersifat strategis melalui musyawarah pekon;f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset pekon sesuai bataskewenangan; dan
g. menyetujui usul pemanfaatan aset pekon selain tanah dan/atau bangunan.

(3)

(4)

set pekon yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf eberupa tanah kas pekon, tanah ulayat, pasar pekon, pasar pekon, tambatan peko^uaugunan pekon pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik pekonmata air milik pekon, pemandian umum, dan aset lainnya milik pekon.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepalapekon menunjuk Bendahara barang sebagai pengelola aset pekon.

(5) SebJgai dimaksud ayat (4) bertugas mengurus segala sesuatuyang berkaitan dengan barang-barang milik Pekon.

(6) Bendahara barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari KepalaUrusan dan bertanggungjawab kepada Kepala pekon.

Pasal 5
(!) Sekretaris pekon selaku pembantu pengelola aset pekon berwenang danbertanggungjawab: 6

a. meneliti rencana kebutuhan aset pekon;
b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset pekon ;c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan asetpekon yang telah di setujui oleh Kepala pekon;
d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset pekon;dane. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset pekon.

<2) dimaksud pada Pasal 4 ayat (6), bertugas dan

a. mengajukan rencana kebutuhan aset pekon;
b' Penggunaan aset pekon yang diperoleh daribeban APBPekon dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala pekon;c. melakukan inventansasi aset pekon;
d. mengamankan dan memelihara aset pekon yang dikelolanva; dane. menyusun dan menyampaikan iaporan aset pekon.



Pasal ö
(1) Aset pekon yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah pekon.
(2) Aset pekon berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan danditatausahakan secara tcrtib.

(3) Aset pekon dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan pekon dandilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Aset pekon dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembavaran atastagihan kepada pemerintah pekon.

(5) Aset pekon dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk tujuan apapun.

Pasal 7

Pengelolaan aset pekon meliputi:
a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. penggunaan,
d. pemanfaatan;
e. pengamanan;
f. pemeliharaan;
g. penghapusan;
h nemindahtanganan;
i. penatausahaan;
j. pelaporan;
k. penilaian;
1. pembinaan;
m. pengawasan; dan
n. Pengendalian.

Perencanaan

Pasal 8

(1) Perencanaan aset pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkandalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah pekon (RPJMPekon) untukkebutuhan 6 (enam) tahun.

(2) Perencanaan kebutuhan aset pekon untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan
Pemenntahan Pekon (RKPPekon) dan ditetapkan dalamAPBPekon setelah memperhatikan ketersediaan aset pekon yang ada dan kebutuhanpemenntahan pekon.

Pengadaan

Pasal 9

(i) Pengadaan aset pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakanberdasarkan pnnsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaingadil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
(2) Pengadaan barang/jasa di pekon diutamakan dilaksanakan secara swakelola olehanggota masyarakat, kecuali untuk pengadaan yang bersifat khusus danmembutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu.



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

e.

(1)
Pasal 13

'’'T*PTT Paka' dimaksud dalam Pasal
Pemenntah n>knn

Pasal 12

P'*"'1.1*™»3 sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(2) nuruf a, tidak merubah status kepemilikan aset pekon.

daSXZp^*”3"’“U<* Pada ‘ama 3 IUga|

memuar dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya
a. para pihak yang terikat dalam peijanjian;b. objek peijanjian sewa;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu-XS7 Penyewa atas Waya '’P'™8101»1 dan pemel.haraan selama jangka

Pemanfaatan

Pasal 11

ar ï**011 seba£aimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, hanyadapat dilaksanakan sepanjang aset tersebut tidak dipergunakan langsung untukmenunjang penyelenggaraan Pemerintahan pekon. 8

f.^wa aSet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
b. pinjam pakai;
c. kerjasama pemanfaatan; dan
d. bangun guna serah atau bangun serah guna

PeX^n^konet Sebagaimana d^aksud pada ayat (2) ditetapkan dalam

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) berpedoman nadaPeraturan Bupati Tanggamus tentang Pengadaan Barang/jai di pekom

Penggunaan

Pasal 10

Penggunaan aset pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetankandalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan pekon.

Status penggunaan aset pekon ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala

Peng8unaan aset pekon dilakukan setelah selesainya prosespengadaan barang/jasa untuk kemudian dicatat dalam Buku Inventaris Aset pekon.

hak dan kewajiban para pihak;
f. kewajiban penyewa mengembalikan aset dalam keadaan baik-g. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan ’
h. persyaratan lain yang dianggap perlu.



(2)

(3)

(4)

‘5| Sny^ dÜaksanakan ^dasarkan perjanjian yang sekurang -
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;b. jems atau jumlah barang yang dipinjamkan-c. jangka waktu pinjam pakar

da" —araan selama
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak {force majeure}-, dang. persyaratan lam yang di anggap perlu.

d^SZÏu“pakai aset pekon paling lama 7 <^uh> hari d-

^n^adlton dan’Z^3” d"arang ™nyerahkan, melimpahkanmenggadaikan dan menjaminkan aset pekon kepada pihak manapun.

Pasal 14

(1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf cÏ ranÏoT^ bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: ’a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset pekon;dano. memngkatkan pendapatan pekon.

(2) JSSt aset Pekon berupa tanah dan/atau bangunan denean
a Mak" (1’ dilaksanaka" dengan ketentuan:
' m2™ t dak Cukup tersedia dana dalam APBPekon untukmemenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan vansdiperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebuf Y 8

dimaksud Pada a>at (1) dilarang menjaminkan ataumenggadaikan aset pekon yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
(3) rhMe’^h»^aSail?a-ïa dimaksud Pada «W (1) memiliki kewajiban, antara lain-

' '^Un Se'ama jangka WaktU P'ngPPerasian
r

ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kena SamaPemanfaatan melalui rekening Kas pekon; °
persiaPan dan Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan;

C' i"?148 WaJ'.U ke,3asama Pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun seiakperjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
<4'

dalainsurat pe^janjkm yang^memuat b8"gUna" di~n
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;b. objek kerjasama pemanfaatan;
c. jangka waktu;
d.
e.
f.
g-

hak dan kewajiban para pihak;
penyelesaian perselisihan;
keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); danpenmjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15
(1) Bangun guna serah atau bangun serahayat (2) huruf d berupa tanah

pertimbangan:

guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11
denganmha^^üak^^



a.

b.

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

tengUnan da" bag, penyelenggaraan

terSbut^^ dana dalam APBPek°" untuk P'^aan bangunan dan fasüitas

Pasal 17

SaS fTmendapat ijin tertulis dan Bupati.
14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah

PasaJ 18
Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal io in jpendapatanpekon dan wajibmasukke rekening Kas pekon^ ‘5 merupakan

Pasal 16

guna palmg ,ama 20 —SSZ’w gUna sebagaimana
dibentuk Kepala ^ko' kn'X^ Tim yang

diperpanjang, pemanfaatarTdiiakutan'meWu? K
”"'h a?U bangun serah S'4”3

diatur dalamPasal 14. Kenasama Pemanfaatan sebagaimana

PeP^imyangsetoranXk^^ ddaksanakan berdasarkan surat

d. yang terikat daiam

" pXz^ ,force da-
8

basu dari pe,aksanaan bangun
Bangunan (IMB) atas nama Pemerinta^pekom gkapl dengan ,2,n “endirikan

““>x~.sr “■ »' -.1»:sxsscassss»
Kontnbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf «hoberdasarkan hasil perhitunean tim rLmho; L huruf a, besarannya ditetapkan
Kabupaten. P nitUngan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah

Pihak lain sebagaimana dimaksud nada mmenggadaikan, atau memindahtan»ar>va 1 dilarang menjaminkan,
serah atau bangun serah guna.

8 nah y&ng menJadi obJek bangun guna

SnaZd“^’X±±d aya‘ (1) W*ib ™~ng biaya yang
konsuitan pelakina P*1^33" Penyusunan surat perjanjin, dj



Pengamanan

Pasal 19

b.

c.

d.

e.

,3' Pek°n Seb— dimaksud pada ayat (2) dibebankan

Pemeliharaan

huruf f, wajib

(2)
meningkatkan,

(3)

(1)

(2)

pada huruf c difakukan
antara lain d-8an menyimpan dan melengkapi bukti

Pasal 21

aX’C^^XyX^^ aya‘ (1»““ ha!
a. beralih kepemilikan;
b. pemusnahan; atau
c. sebab lain.

(2) Pengamanan aset pekon sebagaimana ayat (1) meliputi •

PembUkUan' -"asi, pelaporan dan penyimpanan

barangdan hT^b“ya Pe— barang, penurunan jundah

P^ZZVXnXanT^ d'lakUkan den*-
milik pekon; papan pengumuman nama tanah

Pemeliharaan aset pekon dilakukan untuk memnertahankanmengupgrade fungsi dan manfaat aset pekon.

Biaya pemeliharaan aset pekon dibebankan pada APB pekon.

Penghapusan

,3’ X^huZa’»t^^^ berabh kepemUikan sebagaimana dimaksud pada
a. pemindahtanganan atas aset pekon kepada pihak lain-
c' XrXTt*?/3"8 ttlah berkekuata" hukum tetap.

putusan pengadjlan
pekon. ’ J b dan daftar inventaris aset milik

<4’ ketTn“n aSet dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan
a' beruPa aset vane

Pasal 20



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

'2' -(!) berupa Tanah
P^ntertaan mode, deig^^a—^-

Pemindahtanganan

Pasal 25

aset Pek°" «^aimana dimaksud dato Pasal 7 huruf
a. tukar menukar;
b. penjualan;
c. penyertaan modal Pemerintah pekon.

Pasal 22

MPte“d^SSXTsebagaimana dimaksud dato Pasa! 21
Kepaia pekon setelah mën“eTseXïn Bup^3" deng“ Kep~

cb dihancurkan,
'

daSar —“Pan keputusan Kepala

ayaS huruf c.^toto^™3 terjadmya Iain sebagaimana dimaksud pada
a. Hilang;
b. Kecurian;
c. Terbakar;

(6)S terbakar maka Pemerintah pekon atau
berwajib/penegak hukum untuk memp^oleh^enL^ kdthU1U kepada aParatproses penghapusan. P keputusan hukum sebelum dilakukan

Pasal 23

SÖÏÏSXSÜSS1" t— n-i 22

“““
Pasal 24

» uXXnZSXdf^raS^^^ ^831 dampak —«n^nan seperb
pendapatan daerah. epada pemerintah Kabupaten sebagai

P—-an sepertt



b.

c.

d.

e.

g.

(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

Penilaian

Pasal 28

dimakSUd aya' <» Pedoman utnum mengenai

berdasarkan tanggal peroïhan/p^mSianb^ menc*tat daftar aset pekon

dan d
AMt Pek°n ada'ah gabU"^ da" buku inventaris aset pekon

'3’ dÜakUkan Sebe'Um ProsesP8^^a^t

Pasal 27

S'Tay^ P*k°n sebagaimana dimaksud daiampeningkat/nkiL’^ pengembangan dan

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas pekon.

Penatausahaan

Pasal 29

3S: "■a“-a-~“■ -
“““■

sss.ax.ïs^ïsr" "■ “■

e dimasukkan dalam

Pasal 26

a^büa*0" dijUa' dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b,

penyelenggaraan Perwrintah^ ^kon^ dan/atau nUa' ekoPomis dalam mendukung



Pasal 30

Pasal 32

b.

(1)

(2)

b.

c.

d.

e.

BAB III
TUKAR MENUKAR

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di pekon setempat sebagaimanaK^ P*1" daPat berlokas'Kecamatan dan/atau pekon dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 34

29 dalam rangka petnanfaatan
Pemerintah atau Penilai Publik.

bangunan dilakukan oleh Penilai

Pasal 33

aset Pekon ^rupa ^ah untuk pembangunan bagi kepentinganketentuan^neraturan dalam Pasal 32 h^uf a, dilakukan sesufi denfanKetentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 31

d'aT^utu” paTa^ ASCt pek°n' Fo™at Acara

bagian tidak t^isStan^an^ratur^Bu^ti taT Pera,uran Bupati yan8 menipakan

I^mkarme™^^^ dima^tUd pada ayat W dilakukan dengan ketentuan:ukar menukar dilakukan setelah teqadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuaiperWtungante™1^ menggunakan ™>a' haai!

maka terhadap ““*> “penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harusdigunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;^kon setempati d“bagaimana d™aksud pada huruf c diutamakan berlokasi di

MbaBaimana dimakSUd dak” Paaal 33
a' S^tSmneT.T^ SUra' kepada Bupati ,erkait hasU Musyawarah^n^aSX;™^ Pek°n de"8a" Ca'°" ‘°kaa'

seta^ittnv»1^" ™enyamPaikan permohonan ijin kepada Bunat,

dP=tadhS —“sebagaimana
a. untuk kepentingan umum;
b. bukan untuk kepentingan umum; dan
C'

umum
kaS PekOn Selata UntUk kePenti”B“ dan bukan untuk kepentingan



b.

c.

d.

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

kep^MeX’”0^ haSÜ 'Ukar menUkar dimaksud dalam Pasal 33

daPat meSln kunfungante hUrUf C’

^Xk2^ pekon

Pasal 35

Bagian Kedua
Bukan Kepentingan Umum

Pasal 38

SSBS« =Oa^Ka^Daerah Kabupaten dan Provms., serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

da^avm^d,’™^^ ^enflkasl data «bagaimana dimaksud pada ayat (1)d^Ji^^ ditandatangam otehP pant^
'2’

,luasan • Jaarga wajar, tipe tanah pekon berdasarkan panggunaannva danc. bukt, kepemihkan tanah pekon yang ditukar dan pengganünya

Pasal 36

& g rugi reiatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.

dSt.r^lehTBu^ü8^1’881’ Si3a “ang dimaksud pada ayat (1)

dS:^enUgXXS dima->“<an dalam Kas pekon

Pasal 37



(2)

(3)

nilai wajar hasil
b.
c,

Pasal 39
(1)

d.

disesuaikan
e.

g.

h. dimakSUd Pada kepada Gubemur

d dengan

melakukan
pekon, dan

W"an dengan ketentuan:

’■ “"ï, pe,ngganti diutamakan berlokasi di pekon setemoaf
dimaksud ptdVhuruf

b ri”” “““P" “bagaimana
dan/atau desa dikecamitan lain yang berbamsa^XX'*"’ keCamatan

dengan ketentua^"Xi^berikut" Sebagaunana d™aksud dalam pasal 38 ayat (1),

K pXuX" pekon"XXan^S TT Pak°-

syssusss^sr—“ —Has.! kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan;

(2)

(1)

(2)

(3)

tukar menukar tanah milik pekon,
lapangan dan verifikasi data.

h 1U melakukan kajian rnelalui tinjauan

141 aXXXX^k^^ —iantaea.am:

Pasal 40

ayat '2|
lokasi calon pengganti tanah milik pekon.

Slk lokasi tanah mikk pekon dan

W PI dilakukan untuk
dan Pemerintah pekon, BHP pihak vans m/l"l/l yang dlhadiri oleh unsur
tanah yang digunakan untuk inah ^nn ^ tUkar Pihak pemilik
Daerah Kabupaten dan Ptovmsi. setta pS"/^
ayat (1) dJan data sebagaimana dimaksud pada
pihak dan/atau instansi terkait lainnya

y&ng ditandatangani °!eh para



(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
dapat

tanah

milik

7« W dasar dan pertimbangan
untuk mendapatkan per“ m

d.sampaikan kepada Menten

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset pekon;
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaanasetjghm.

Pasal 44

u7a&p^ denman penyelesa.an sertifikat
dibebankan ke’pad^^Son " 33' PaSa' dan Pasal «

SdS*Pek°n Sebagataa“ “ud ^at (2)

" harus denean

Sta den8a" Peraturan tentang tukar menukar Tanah

Pasal 43

Pada PaSal 331 Pasal 38' dan Pasa'
inventaris aset pekon. P k°n dan Pen88antlnya dicatat dalam daftar

" meSi&ruS"3 dimakSUd hUrUf a’ ditótapka" “‘«lab

Pasal 41

^aa melakukan tinjauan
dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikanSZ» -.... ...

Bagian Ketiga
Tanah Kas pekon Selain Untuk Kepentingan UmumDan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 42

sg=s:=s



BAB V
PEMBIAYAAN

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAM UL HADI

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

ANDI WIJAYA

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal20 Maret 2017

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR...A13....

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

°rang dapat men8etabuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten"Tansus

Pasal 46

SXiE^M^e^ tertib -t pekon, pembiayaan

Pasal 47

de^Xa^an”^^ m"^SUaik“ berpedoman

4« • twioar^ ƒ
& Hv



LAMPIRAN :FEKATUKAN bUPATl TANÜÜAMU8
NOMOR : 18 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 Maret 2017

format Keputusan Kepaia Pekon tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Pekon,onnat Benta Acara dan Keputusan Kepaia Pekon tentang Penghapusan aset Pekon,dan Format Buku Inventaris Aset Pekon

A. Format Keputusan Kepaia Pekon tentang Penetapan Status Penggunaan Aset

KABUPATEN /KOTA (Nama Kabupaten/Kota)
KEPUTUSAN KEPALA PEKON (Nama Pekon)

NOMOR TAHUN

TENTANG

STAiUS PENGGUNAAN ASET PEKON

KEPALA PEKON

Menimbang

Mengingat

a. Bahwa penggunaan Aset Pekon digunakan dalam
langka inendukuug penyelenggaiaan
Pemerintahan Pekon ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
keputusan Kepaia Pekon tentang Status
Penggunaan Aset Pekon.

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Pekon (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Pekon (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014tentang Dana Pekon Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang DanaPekon Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 88, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

5.

2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Bupati Nomor Tahun

6.

Tentang Pengelolaan Aset Pekon;

Dst.

Menetapkan
MEMUTUSKAN

KESATU Aset Pekon yang diperoleh dari kekayaan asli

KEDUA

Pekon, APBPekon dan perolehan lainnya yang sahdan digunakan dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Pekon
sebagaimana terlampir;

Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1)

KETIGA

merupakan bahan untuk dituangkan dalam BukuInventaris Aset Pekon;

Aset Pekon yang tidak langsung untuk mendukung

KEEMPAT

penyelenggaraan pemerintahan Pekon dapatdidayagunakan dalam rangka meningkatkan
pendapatan Pekon;

Keputusan Kepala Pekon ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan. P

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA PEKON (Nama Pekon)

(Nama Tanpa Gelar-dmi-B»^!^



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PEKON (Nama Pekon)
NOMOR TAHUN
TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET PEKON

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET PEKON

No. Jenis
Barang

Kode
Barang

Asal usul Barang Ket.

Kekayaan
Asli Pekon

APBPekon Perolehan Lain
Yg Sah1 2 3 4 5 6 7

(Nama Pekon) , tanggal
KEPALA PEKON (Nama Pekon)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Petunjuk Pengisian
Kolom 1
Kolom 2 :
Kolom 3 :
Kolom 4 :

Diisi dengan nomor urut
Diisi dengan jenis barang
Diisi dengan nomor kode barang
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumberperolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/ Kekauaan AsliPekon:

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber
Kolom 6 :

perolehan/pembelian/pengadaan dari APBPekon;Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumberperolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang
Kolom 7 ; Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Selumhnya maka Pada sebelah kanan bawah ditandatangani olehrcKon.

\



B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Pekon

BERITA ACARA
USULAN PENGHAPUSAN ASET PEKON

PEMERINTAH PEKON (Nama Pekon)
NOMOR

TAHUN

Pada Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku
Pengelola Aset Pekon telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Pekon
berupa ; ;

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut
semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat
dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Pekon,
sedangkan manfaat pengunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah Pekon tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang
akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari
Buku Inventaris Aset Pekon Pertahun dan Buku Inventaris Pekon.

Demikian Benta Acara ini kami buat dengan sebenamya dan disampaikan
kepada Kepala Pekon (Nama Pekon) untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

SEKRETARIS PEKON
Selaku Pembantu

Pengelola Aset Pekon

Pekon , tanggal
Yang Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/ Pengurus
Aset Pekon,



A. Format Keputusan Kepala Pekon tentang Penghapusan Aset Pekon

KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaten/Kota)
KEPUTUSAN KEPALA PEKON (Nama Pekon)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS M1LIK PEKON

KEPALA PEKON (Nama Pekon)

Menimbang

Mengingat

a. bahwa barang milik Pemerintah Pekon yang rusak
berat dan tidak efesien lagi penggunaannya untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan
Pekon, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris
Aset Pekon Pertahun dan Buku Inventaris Pekon
Pemerintah Pekon ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a
diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Pekon

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pekon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Pekon (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
213, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Pekon (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);.

5. Peraturan Bupati/Walikota Nomor Tahun



6. Dst.

Memperhatikan 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik
Pekon Pemerintah Pekon Nomor :

Tahun

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERTAMA Menghapus dari Buku Inventaris Aset Pekon

Pertahun dan Buku Inventaris Pekon Pemerintah
Pekon yang beralih kepemilikan, musnah,
dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik
Pemerintah Pekon sebagaimana
tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dst.

KE : Keputusan Kepala Pekon ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA PEKON (Nama Pekon)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

I



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PEKON (Nama Pekon)
NOMOR TAHUN
TENTANG PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK PEKON

DAFTAR ASET PEKON YANG DIHAPUS

No Jenis
Barang

Banvak nya
Barang

Asal usul Barang Tahun
Perolehan/
Pembelian

Ket.

Kekayaan
Asli

Pekon

APB
Pekon

Perolehan Lain
Yg Sah

1 2 3 4 5 6 7 8

Pekon tanggal
Petugas/ Pengurus Barang Milik Pekon

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5
Kolom 6

Kolom 7
Kolom 8

Diisi dengan nomor urut;
Diisi dengan jenis barang;
Diisi dengan banyaknya jumlah barang;
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan
Asli Pekon;
Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBPekon;
Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan perolehan
lain yang sah;
Tahun Perolehan/ Pembelian;
Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada:
kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan
Petugas/Pengurus Barang Milik Pekon;- kiri bawah dketahui oleh Kepala Pekon.

L



B. Format Buku Inventaris Aset Pekon

BUKU INVENTARIS ASET PEKON
PEMERINTAH PEKON

TAHUN

Kode Lokasi Pekon :

No Jenis
Barang

Kode
Barang

Identitas
Barang

Asal Usul Barang Tanggal
Perolehan/
Pembelian

Ket.

APBPekon Perolehan
Lain Yg

Sah

Aset/
Kekayaan
Asli Pekon1

1.
2.
3.
4.
5.

2 3 4 5 6 7 8 9

MENGETAHUI :
SEKRETARIS PEKON

Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Pekon

Pekon tanggal
PETUGAS/ PENGURUS

BARANG MILIK PEKON

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6
Kolom 7
Kolom 8
Kolom 9

den9an UrUtan PekonPada Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Kecamatan;Dnsi dengan nomor urut;
Diisi dengan jenis barang;
Diisi dengan nomor kode barang;
Diisi dengan merk/ type/ ukuran/ dan sebagainya;den9an asal usul barang berdasarkan sumber dari APBPekon-tsi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang syah;d,™9™ “sal us“l barang berdasarkan sumber dari Aset/ Kekayaan Asli Pekon-dengan tanggal perolehan/ pembelian barang;Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada ;
' pencalatan dan landatangan Petugas/ Pengurus

km bawah diketahui oleh Sekretaris Pekon Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Pekon.

Etöbarx)

39

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pengelolaan aset pekon, pembiayaan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

d^'XXam^ aS6t ™~ikan dan berpedoman

Pasal 48
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 20 Maret 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,

SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung \pada tanggal 20 Maret 2017 ‘
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR.^La



B. Format buku inventaris Aset Pekon
BUKU INVENTARIS ASET PEKONPEMERINTAH PEKON

TAHUN

Kode Lokasi Pekon :

No Jenis
Barang

Kode
Barang

Identitas
Barang

Asal Usul Barang Tanggal
Perolehan /

Ket.

cn
A

to— — 2 3 4

APBPekon Perolehan
Lain Yg

Sah
6

Aset/
Kekayaan
Asli Pekon

7 8 9

MENGETAHin •

SEKRETARIS PEKON
Selaku Pembantu Pengelola Barang Miiik Pekon

Peknn , tantyal
PETUGAS/ PENGURUS

BARANG MILIK PEKON

Petunjuk Pengisian

Kolom 3
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

4
5
6
7
8
9

Kabupalen^ Kola,
Kolom 2 : Ditsi dengan jenis barang;. Diisi dengan nomor kode barang;

• Diisi dengan merk/ type/ ukuran/ dan sebagainya;
•. ',s' ^gan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBPekon-

• Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.
Setelah diisi seluruhnya maka pada
'KX**"•^‘^^^tandalangan Petugas/Pengurus

kin baivah diketahui oleh Sekretaris Pekon Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Pekon.

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,
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